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NOMOR 27 TAHUN 31995

TENTANG

pUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT BANYUMAS

mbal’lg

. : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otono-
pent

ml yang nyata, dinamis dan be

gung jawab dengan titik berat di
Daerah Tingkat II berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1995, telah diserahkan sebagian
urusan di bidang peternakan kepada
Daerah Tingkat 1II sebagai  Urusan
Rumah Tangga Daerah :

r

rtang-

bahwa dengan adanya penyerahan urusan
tersebut, maka Susunan Organisasi dan
Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas sebagaima-
na diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor 4 Tahun 1980 sudah tidak sesuai
lagi oleh karena itu perlu ditinjau
kembali

.
r

bahwa sehubungan dengan hal tersebut,
untuk meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan secara
berdayaguna dan berhasilguna khusus-



Mengingat

dan Tatakerja Dinas
peraturan Daerah ;

undang-undang Nomor
tentang Pembentukan

kabupaten dalam Lingkyn. > era
Jawa Tengah ; dKungay,

undang-undang Nomor

tentang Pokok-pokok Pemegih“ﬂ
paerah  (Lembaran Negarg ntahanlg7q

Indonesia Tahun 1974 Nq Ren g
pahan Lembaran Negara Regsg ?8'Dubl,i
nesia Nomor 3037) ; lig' Yoy

pPeraturan Pemerintah Nopq

1951 tentang Pelaksanaan o33 Ty
Sebagian dari Urusan Pemeripenyeral}:un
dalam _Lapangan KehQWananntah Pusa“
Propinsi Jawa Tengah (Lemba epaat
Republik Indonesia Tahuyn 1gan Neqada
52, Tambahan Lembaran Negar S1 era
Indonesia Nomor 122) ; a ReDUblti)i
Peraturan Pemerintah Nomor

1988 tentang Koordinasj 6 Tahun
Instansi Vertikal di Daerah €giat
Negara Republik Indonesia map-cMaray
Nomor .10, Tambahan Lembaranun 983
Republik Indonesia Nomor 3373 ) P:Iegara

Peraturan Pemerintah Nomor 45
1992 tentang Penyelenggaraan OtTahun
Daerah dengan Titik Berat pada Donomi
Tingkat II (Lembaran Negara Re aerah
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77 Eubllk
han Lembaran Negara Republik 'In?imba~
sia Nomor 3487) ; One-

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
1995 tentang Penyerahan Sebagian



pengan Pe

Kabupaten

Menetapkan

10.

11.

Urusan Pemerinta

han kepada 26 (dua
puluh enam) Daers X (

h Tingkat II Percon-

. Negara Republik
Indonesia  Tahun

1995 Nomor 18
Tambahan Lembaran '

. Negara  Republik
Indonesia Nomor 3590) ; .

’

Keputusan Menteri Dpalanm Negeri Nomor

39 Tahun 1992 tentang Pedoman Orga-
nisasl Dinas Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

84 Tahun 1993 tentang Bentuk Per-

aturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan :

’

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi
Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

’
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

9 Tahun 1994 tentang Pedoman Orga-

nisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Proyek Percontohan Otononmi Daerah
Pada Daerah Tingkat II ;

rsetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
paerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS TENTANG ORGANISA-
SI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.



8 E_i.

tugas: Dlnas yang melaksanakan tugas t

. Jabatan Fungsional adalah kedudukan '

_ -B'Ah‘I _ t'-‘.'._,'

e e 7': P = x Pasal 1

m Peraturan Daerah 1n1 yang dlmaksud

Dala den ‘
a' Daerah adalah KaleIpaten Daerah Tlngkat gah .
- mas. o II
| rlntah Daerah adalah Peme "R
b Bomerineel R anyunan; oot
c " Bupati Kepala Daerah adalah Bupatl K l'lpﬂt
. pingkat . II Banyumas, SR ep 1a Y
Dewan’ Perwakllan Rakyat Daerah = dal Daer
¢ wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daeraﬁ Sty )
° _Banyumas;.. . T ngk B,
e. Dinas: Peternakan adalah Dlnas Peterna at R
Daerah ‘Tingkat II Banyumas;: - kan ab l
~f5 Kepala Dinas.'adalah Kepala Dlnas pet upaten
.., paten Daerah Tingkat .II Banyumas; ernak
' g. Cabang pDinas ‘adalah unsur pelaksana -D | Kﬁbm
kan yang. mempunyai wilayah kerja mel inag Pet.
-~ ~atau beberapa Kecmatan ; .- 1put1 (erna‘
.h‘. ‘Unit Pelaksana Teknis Dlnas Yang = SatU)
. ~disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana. dariela Utny
3

eknls £ aglan

tu; .
N~

kan tugas, tanggung jawab, wewenang' dag menun]uk_

' rang Pegawai ‘Negeri Sipil dalam satuan N hak SeQ.

: ber51fat mandlrl .

yang dalam pelaksanaan tugasnya Organie...
keahlian dan atau’ keteramplllfan dil._(ei;s_grléa 1
n

BAB IX

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN- FUNGST -



r | pPasal 2
peternakan adalah Unsur Pelaksana Pemerin-

dibentuk berad
1n35 aerah yandg asarkan kewenangan
(1)gd1 21 dan pegyerahan urusan lebih lanjut kepada
;ﬁ"gkn sebagal urusan rumah tangga Daerah d4ai

pac’ly peternakan -
pi

peternakan dipimpin oleh seorang Kepala

:nas y

Dlna ang berada dibawah dan bertanggu .

(2) Diﬂgﬁa 11;-:;,.195‘1-.5. Kepala Daerah. ggung ‘Jjawab
e

Pasal 3

ternakan mempunyail tugas pokok melaksanak
" nas Pf. umah tangga Daerah dalam bidang peternak?;:.
" ﬂ5anmenj adi tanggungjawabnya meliputi produksi,
g#9 | unan. usaha 5tanl dan pengolahan, kesehatan
pel‘lYu serta penyebaran dan .pengembangan peternakan
hﬂwmtugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah
danu pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 4

menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana
Ke dalam Pasa_il 3 Peraturan Daerah ini 'q Dinas
dimarnakan mempunyal fungsi : ~

= 1

jnaan berdasarkan Kkebijaksnaan yang dit
12:; pupati Ke]?ala Daerah : T30S etapkan
gimbingan di bldang.peternakan :
b. * jaksanaan pemberian, pengawasan dan pembinaan
¢ perizinan serta pembinaan usaha peternakan sesuai
elaksanaan penyuluhan ; .
pelaksanaan pengkajlan penerapan teknologi anjuran
4i tingkat usaha tani ;

¢, pelaksanaan urusan umum, perlengkapan,kepegawaian,
xeuangan serta ketatausahaan Dinas Peternakan

g. pengawasan dan bimbingan teknis terhadap Unit
pelaksana Teknis Dinas-dinas Daerah.



(1)

gusunan Of
darl -

a.

.b.

. Seksi Penyebaran dan Pengembangan p

BAB III

ORGANISAGSG

Pasal 5

qanisasi‘ Dinas »Peternakan

inas’ t&r
Kepala DIT==" U,

sub Bagian Tata Usaha F?rdiri dary |
1. Urusan perencanaan ;
2. Urusan Kepegawalan ;

3, Urusan Keuangan ;
4, Urusan Umum.

geksi Produksi te;diri dari :
1. sub Seksi Teknik Produksi ;
5. Sub Seksi Peemblbitan Daya

3. Sub Seksi Pakan ;
4. Sub Seksi Kajli Terap.

.~.‘

seksi Usaha Tani dan Pengolahan tergj,.

1. Sub Seksi Pelayanan Usaha ; rl(hn”
2. Sub Seksi Sumber Daya ; ;
3. Sub Seksi Pengolahan Hasil ;

4. Sub Seksi Pemasaran.

seksi Kesehatan Hewan terdiri darj .

1. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidiﬁan :
2. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantag.
3. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Heyap é.ln ;
4. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Véterhmr

[] ] . (] et
terdiri dari : ?Hmhn

1. Sub Seksi Identifikasai ;
2. Sub Seksi Penyiapan ;

3. Sub Seksi Penataan ;

4. Sub Seksi Redistribusi ;



si Penyuluhan terdiri darj .
‘ Seksub Seksi Tata Penyuluhan ;

" gub Seksl Kelembagaan ; '
2. gub Seksl Ketenagaan ;

Z' sub Seksi Sarana.

cabang DinaS ’

ynit Pelaksana Teknis Dipas ;

gelompok Jabatan Fungsional.

p Bagian Tata Usaha dipimpin olehn
(Z)KEPala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi diggiggg

flen seorand Kepala Seksi yang masing-masing
perada @1bawah dan = bertanggung jawab  kepada
gepala Dinas.

: laksana Teknis Dinés dipinpi
ynit Pe . dilpimpin oleh seoran
gepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang beradg
jibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

' 1 i leh seoran K
yPTD dipimpin O g epala UPTD vyang
(4) perada di bawah dan bertanggung 3jawab kepada

gepala Dinas.

gelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang
Tenada Fungsional yang paling senior sebagai
Ketua Kglompok dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 ayat (1) huruf a s/d g dan j Peraturan
paerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Bupati Kepala Daerah.

pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Cabang
pinas Peternakan, serta pembentukan Organisasi
dan Tatakerja UPTD Peternakan akan ditetapkan
kemudian setelah mendapat persetujuan dari Men-

(2)




erd pa’® peternak
o3 pinas peternakan terg
o s O e DD 09 KL
panpl turan paera . Qer
kan dari i gAB IV pia“?\t

'ratakerja Dinas.Peterxil:kggeg;ﬁtur lebih lanjut .
Keputusan pupati Kepa ‘ engy,
| BAB V

mmtTUAn LAIN-LAIN
pasal 8

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunap
gawaian pinas peternakan diatur sesuai dengan epe-
tuan Peraturan perundang-undangan yang berlaky ketep.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan perlakunya Peraturan Daerah -
Peraturan paerah Kabupaten Daerah Tingkat ;nl'
Nomor 4 _Tahun 1980 tentang Pembentuk I Banyupag
organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakaan, Susunap
paerah Tingkat II Banyumas dinyatakan tigakKagupaten

erlaky

lagi.

maka

Pasal 10

peraturan Daerah ini mu‘ '
diundangkan. lal berlaku pada tanggal



supaye Sttlap orang dapat .
’ ?ga;hkan pengugd:imgan P mengetahuinya,
Eanal’: Ttiengkat II Banyunmas, aerah Kabupaten
ra

pa’

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995

pERWAKILAN RAKVAT D BUPATI KEPALA DAERAH
DEWQSATE“ DAERAH TINGKAT IT TINGKAT II BANYUMAS

Ketua,

cap: ttd Cap. ttd.

f. WARSONO H.DJOKO SUDANTOKO

raturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat
pe gtusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
gzﬁqah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995

:undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
gingkat II Banyumas Nomor 23 tanggal 28 Juli 1995

geri D

Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. tta.

Drs. SOEDIMAN

Pembina
Nip. : 500 034 842




PENJELASAN

ATAS

ﬂuﬂﬂghn pAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il BANYUMAS
P

NOMOR 27 TAHUN 1995

TENTANG

ANISAST DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN
ORG DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

. pENJELASAN UMUM

gebelumnya penyerahan Sebagian Urusan Pe-
perintahan di Bidang Peternakan telah  diatur
dengan Peraturan Daerah Tingkat ke-I Jawa Tengah
+anggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan Sebagian

pari Urusannya dalam Lapangan Kehewanan kepada
paerah Tingkat II.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan
Pemerintahan- kepada 26 (dua puluh enam) Daerah
ringkat Il Percontohan, telah ditambahkan penye-
rahan sebagian urusan pemerintahan di bidang
peternakan kepada Pemerintah Daerah Tingkat 1II
Banyumas sebagai urusgn rumah tangga daerah.

adapun urusan-urusan Yyang diselenggarakan
adalah sebagail berikut :

A. Kewenangan Pangkal

1. Menjalankan Veterinaire Hygiene ;
2. Mengurus perdagangan hewan dengan daerah-

daerah lain dan koordinasi perdagangan dalanm
kabupaten sendiri ;

3., Memajukan peternakan dengan jalan :



an mutu dahl
u
cmeriksaan pegoziah
N~

engebirian, pen a
daerah dag Wasan

aktu yang te
pa 0
dap Pemakaga,’,

Penerpan Teknolog@ :
demonstrasl dan 4y
aji

pengult

Menyel ggologi al:ljuran ;

anakan jmbingan penerapan teknolo-

b. Melaks Can xepada petanl H oo
mengawasi Penerapan

ntau dampak da
Mema . anjuran oleh petant.

teknolO
gumber D&Y Lahan. penyebaran dan Pengen
panga P ngkan:. _ _ . -
a. Melaku an 1dent1f1ka51 potensl penyeba
dan pengembangan peternakan tingkat Dral_i
11 ¢ ati
b. Menyusun tata ruangd peternakan dan m
tapkan eta potensi dan pemanfaatan ene-
 daya lahanh di pati ; sumber
c. Me aksanakan penyebaran dan redi .
ternak Pemerintah 7 1stribusi
4. Melakukan pimbingan dan pengaw
asa
dan pengembangan £ erna]I: penye-
yang °

paran
dilakukan oleh swasta.

perbibitan dan gjlsilah Ternak :
kan seleksi ternak bibit .

b. Melakukan regristrasi atau pen
catatan

ternak bibit ;
c. Melakukan pengu“
jian populasi
1 dasar t
er-

nak i



‘non bibit ;

, Melakukan bimbingan produksl LEZIFER

peternakan rakyat ; )
Memantau dan melakukan inventarisasl
potensi wilayah sumber ternak bibit /
Memantau dan mengawasi penyaluran ternak
bibit yang dilakukan oleh swasta 7/
Melaksanakan pengawasan mutu
bibit ; .

Mengatur dan mengawasi kastrasi ternak

ternak

. Mengadakan mani beku produksi dalam
negeri untuk keperluan Dati II 7
Memproduksi mani beku ternak lokal (lokal

spesifik) untuk Dati II ; :
melakukan inseminasi buatan kegiatan
inseminasi program Pemerintah ;

Melakukan bimbingan dan pengawasan
inseminasi buatan yang dilakukan oleh
swasta ; .
Memonitor dan melaksanakan regristrasil
hasil inseminasi buatan ;

Mengadakan mudigah ternak untuk Dati II 7
Memproduksi mudigah ternak lokal (lokal
spesifik) untuk Daerah Tingkat II ;
Melaksanakan alih mudigah ;

Melakukan bimbingan dan pengawasan pelak-
sanaan alih mudigah oleh swasta ;
Memonitor dan melakukan regristrasi hasil
alih mudigah;

Melakukan bimbingan pembuatan dan penge-
sahan silsilah ternak. |

pakan Ternak dan Padang Penggembalaan :

a.
b,

C,

Melakukan bimbingan penggunaan pakan dan
bahan baku pakan konsentrat ; ,
Melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan
paku pakan konsentrat dalam pemakaian ;
Melakukan bimbingan produksi benih hi-
jauan pakan ternak tingkat benih sebar/
Ektension Seed (ES) dan produksi hijauan
pakan ;

Melakukan pengadaan perbanyakan dan
penyaluran benih hijauan pakan ternak
tingkat benih sebar/Ektension Seed (ES) i




10.

11.

e, Menyelenggarakan = Xebun hepnj
pakan untuk perbanyakan be h
Ektension Seed (ES) ; nih .

f, Mendirikan dan mengelolan ba /
hijauan pakan di Dati IT ; €bup

. Melakukan pengawasan usah '

J nan ternak ; 2 hijauap

h. Melakukan pengawasan dan pengys; Qka.
pakan hijauan dalam pemakaian 1Jlan my

i. Menetapkan lokasi dan melakukaﬁ ty
ran, mengawasi dan melakukan b?e“Gat
pengelolaan dan pemanfaatan tana ingu"
balaan umum. h pehge:n

Obat Hewan : =

a. Melakukan bimbingan pemakaian
biologik, farmasetik dan premjx Sedja,
petani dan masyarakat ; = kepadn

b. Mengadakan sediaan biologik, ¢ .
dan premiks untuk Kkeperluan armasetik
langan penyakit hewan menulare anggy,.
wabah. bukan

Pembinaan Alat dan Mesin :

a. Melakukan identifikasi dan
rencana Kkebutuhan alat dan . pe TeNyusyp
Dati II ; SIN  paga

b. melakukan pendataan produksi, pe
dan penggunaan alat dan mesin petredaran
di Dati II ; ©rnakay

c. Menyebarkan informasi prototipe alat

mesin yang telah direkomendasi - dan
d. Melakukan bimbingan penggunaan, :
dan pemeliharaan alat dan mesiﬁ Perbaikay,
kan di Dati II ; Peterna-
e, Melakukan kaji terap alat dan ,
peternakan, mesin
Peredaran dan Mutasi Ternak :
a. Melakukan identifikasi dan
jumlah ternak bibit yang dapat pg?igiulan
kan atau dimasukan dari/ke Wilayah dgz;_

ahnya ;
b. Memberikan surat keterangan asal ternak

bibit dari Daerah Tingkat II
sangkutan ; 7 e R




12-

f.

as % P
yah daerahnya ; ukan dari/ke Wila

[4

Member@kan surat ke
sembelihan/ternak po
bersangkutan ;

melaksanakan Pengawasan lalu lintas

ternak sembelihan/potong dari
daerahnya ; P g dari/ke Wilayah

uelgkukan pengawasan 1
darl dan ke Wilayah dae

tong dari daerah yang

alu lintas daging
rahnya.

Kesehatan Hewan :

a.

Melaksgnakan -penyembuhah / pengobatan
penyakit hewan program Pemerintah ;

4

Memantau pglaksanaan penyembuhan/pengoba-
tan penyakit oleh dokter hewan mandiri :

Melakukan bimbingan teknis pengobatan

Eegyakit hewan kepada petani dan masyara-
e . .

Membangun dan mengelola unit-unit pelaya-
nan kesehatan hewan ; -

Mengamati, mencatat dan menjampaikan

laporan Kkejadian penyakit hewan lingkup
Dati II ; :

membuat peta penyakit hewan di Dati II :

Melaksanakan penyidikan dan epidemilogik
penyakit hewan parasitis, = bakteriali,
virusi dan penyakit hewan lainnya ;

’

Mendirikan dan pengelolaan laboratorium
kesehatan hewan tipe C ;

r

Melaksanakan vaksinasi masal ternak
program Pemerintah

Melakukan bimbingan dan memantau vaksina-

si ternak yang dilakukan oleh masyara-
kat ;
Melaksanakan pemberantasan paenyakit

hewan program Pemerintah ;

Melakukan bimbingan dan memantau pelaksa-
naan pemberantasan penyakit hewan yang
dilakukan oleh masyarakat ; ,
Melakukan penutupan dan pembukaan kembali
wilayah wabah dalam Dati II ;




g ti
b an P®'pewan i
melakl s oraan he :
"esejahti dah melakukagasggngujian m
ke gawasi ;" evan 927 bahan pitu
han a)
; la Rumah P
hewaﬂ ! dan mengelo emot
yendi¥ k;;ﬁ) dgan Rumah pemotongan Ugngarl
Hevlal; 1(c1a nilik gemerlntah ; 9gas
(RPUJ embinaan ¢al pengawasan
(agian o sumsts SIU% perecary
penot® O D) ; n
di wila¥e oo Keterangan asal/k
Memb 11.;1}(311 sal hewan dan hasil eigga.
tan an
hewal ' emeriksaan sanitasji
na p S1
ﬁ?é?‘éﬁi‘ 1ingkungan usaha peternakan, dan

perizinan Usaha :

da :
13. Peléll’a“"“rl pengawasan pelaksanaan :
12in

jakukan '
usaha peternakan,
Melakuka pendaftaran dan  memberjy
surd tanda daftar usaha peterna an
engan skala usaha : kan

at d .
Ea?;am etelur mak51ma1 10.000 ekor in
n atau ayam ras pedaging maks-duk
5,000 ekor produksl/siklus ; ima)
- Itik,un gas,entok atau kalkun _
15.000 gkor campuran ; maksima)
- Kalkun 10.000 ekor campuran ;
- Burund puyuh, burung dara fhake:
25.000 ekor campuran ; Sima]l
_ Kambing, domba, rusa maksimal 300
campuran i ekor
_ Babi maksimal 125 ekor campuran ;
_ gelinci maksimal 1.500 ekor camp{lran

_ sapi  potong maksimal 100
campuran ; skor

- Sapi perah maksimal 20 ekor

- Kerbau maksimal 75 ekor campﬁi];puran ;

- Kuda maksimal 50 ekor campuran d

. Memberikan izin usaha pemotongan hewan/
an

usaha pemotongan unggas yang produksin
ya



untuk Keperluan dalam Daerah Tingkat 1+
(klas D) 7 ‘

Memberikan izin laboratorium peternakan
kesehatan hewan sesuai dengan akreditasi
yang ditetapkan ;

memberikan izin rumah sakit/klinik hewan
sesuai dengan akreditasi yang ditetap-~

kan s
£. Memberikan izin toko, kios, pengecer obat

hewan ;

Memberikan izin kegiatan inseminasi

buatan dan alih mudigah yang dilakukan

oleh swasta ;

h. Menetapkan lokasi usaha hijauan makanan

ternak. -

pembinaan Manajemen Peternakan :

a. Melaksanakan bimbingan manajemen usaha
| peternakan ;

p. Melakukan analisa usaha peternakan di

pati II ;

c. Mengumpulkan bahan informasi pengembangan
agribisnis dan agroindustri peternakan ;

d. Melakukan bimbingan agrobisnis dan
agroindustri kepada petani ;

e. Melakukan bimbingan penerapan pola kerja
sama/kemitraan usaha peternakan :;

pembinaan Pemasaran :

14.

15.

a. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi
pasar di Dati II ;

b. Menyampaikan informasi harga dasar komo-
ditas peternakan di daerahnya ;

c. Menyelenggarakan dan melakukan bimbingan

romosi pemasaran ternak tingkat Daerah
- ringkat II ;

d. Melakukan pembangunan, pengelolaan dan
pengawasan pasar hewan dan penampungan
ternak. '

16. Tenaga Kerja Peternakan :

a. Melakukan inventarisasi dan melaporkan
jumlah, jenis pekerjaan, dan Jabatan-
jabatan teknis usaha peternakan;




akukan inventarisasl da

b. gﬁian dan keteysediaan Eeﬁgali

peternakan di gatl II 51 ga
Meningkatkan Kketerampllan

petergakan di'DaFl II ; tenaga B

d. Melakukan bimbingan Tenyele erja
kesejahteraan tenaga kerja peternggara

penerapan ketentuan upah minimumnakﬁn kﬁn

C.

dap,
17. Data dan statistik Peternakan .
a, Melakukan penggppulan, Pengolahg
sa dan penyajlan data dan n, anay
peternakan di Dati IT ; Statist%‘
b. Melaporkan data dan statistjx 1k
ke Dati I. petErnakan

18. Kesehatan Ternak :

a. Pengaturan pemotongan hewan ¢
hal-hal lain Yyang bersangkutarnak %
pemotongan hewan seperti en ' n
daging, pemeriksaan hewan-hewap nYlmDan

dipotong, pemeriksaan daging, gZ§gtakgg
©ta
biaya-biaya pemeriksaan dan bia ban
pemotongan ; - ya‘biaYa
b. Pengaturan hal perizinan mendirik
mengusahakan  perusahaan kandap an dan
pemeliharaan babi, perusahaan tay
susu,hal pemeriksaan susu, penggemerahan

penjualan susu dan hasil-hasi] daﬁgkutan/
susu, hal cara-cara mengusahakan ka,oolan
kandang sapi perahan, tentang pErandang_
dokar, cikar, dan hal pemeliharaaﬁsaﬁaan

uda

dan hewan penghela yang di
dalam perusahaan tersebut. Perqunakan

19. Usaha memajukan ternak, kecuali :

a. Usaha memajukan bibit ternak garj
Daerah Tingkat Ke II ;

b. Usaha memperternakan atau me :
bibit ternak untuk dibagikan dalgiediigan
kungan di luar Daerah Tingkat Ke IT yag-
bersangkutan ; g

luar
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termasuk juga jenis

20. Mengadakan Peraturan pemberant
hewan Jenils unggas yang menu

gila anjing pada anj

~termasuk jenis unggas lainnya.

pENJELASAN PASAL DEMI PASAL

asal 1 huruf a s/d i : Cukup jelas.
gasal 2 ayat (1) dan (2) : Cukug %elas
. pasal 3 : Cukup jelas
pasal 4 : Cukup jelas
pasal 5 ayat (1) s/d (5) : Cukup jelas
pasal 6 ayat (1) s/d (3) : cukup jelas
pasal 7 : Cukup jelas
pasal 8 ¢ Cukup jelas
pasal 9 ¢ Cukup jelas
pasal 10 ¢ Cukup jelas

a:®sot4®penja2?

peraturan dan tinda-

lar,

asan penyakit

[ ' penyakit
ing, kucing dan kera



